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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Jual Beli 

1. Pengertian Jual Beli 

Jual beli (al-ba‟i) secara bahasa yakni barang yang 

ditukar dengan barang (barter). Kata ba‟i bermakna mutlak 

yakni sebuah pertukaran yang berasal dari kata tijarah, ba‟i 

dan syira‟ dipakai guna menunjukkan apa yang tertunjuk 

oleh yang lainnya. Jual beli dalam Al-Quran dijadikan 

sebagai bagian dari ungkapan perdagangan atau dapat 

disamakan sebagai perdagangan. Jual beli termasuk istilah 

biasa dipakai guna menyebutkan dua sisi transaksinya, 

yakni terdapat salah satu pihak menjual dan pihak lain yang 

membeli. Adapun jual beli mengandung konsep suatu objek 

serah terima yang mengandung nilai sebagai imbalan untuk 

membayar suatu harga tertentu. Namun secara terminologi 

definisi jual beli dapat diartikan sebagai berikut: 

a. Menurut Para Ahli 

1) Sayid Sabiq Memaknai jual beli merupakan prosses 

menukarkan harta dengan saling suka, atau 

kepemilikannya dipindahkan dengan mendapat 

pergantian dengan prinsip tidak memiliki 

pelanggaran pada ketentuan syariah.
17
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2) Ibnu Qudamah Memaknai jual beli yakni harta yang 

ditukarkan dengan harta guna memiliki dan 

menguasainya. 

3) Dr. Wahbah Az-Zuhaili Memaknai jual beli sebagai 

pertukaran suatu hal dengan suatu hal lain.
18

 

b. Menurut Pendapat Imam Mazhab 

1) Mazhab Hanafiyah mengartikan jual beli termasuk 

harta yang ditukarkan dengan benda (harta) 

berlandaskan cara tertentu (yang diperbolehkan) 

syara‟ yang telah disepakati. 

2) Mazhab Malikiyyah mengartikan jual beli menjadi 

dua makna, yakni makna umum dan khusus. Makna 

jual beli secara umum yaitu akad mu‟awwadhah 

(hubungan timbal balik) akad yang dilaksanakan 

oleh pihak penjual dan pembeli serta objeknya tidak 

bermanfaat melainkan tidak dipergunakan dengan 

baik. Sedangkan, makna jual beli secara khusus 

yaitu akad mu‟awwadhah (hubungan timbal balik) 

tidak dipergunakan dengan baik khusunya guna 

merasakan kebahagiaan yang sifatnya menundukkan 

salaah satu imbalannya. 

3) Mazhab Syafi‟i mengartikan makna jual beli 

berdasarkan ketentuan syara‟ yakni sebuah akad 

yang memiliki keterkaitan dengan saling 
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menukarkan harta yang syaratnya akan teruaraikan 

nantinya guna memperoleh hak miliknya atas 

berbagai benda ataupun manfaat untuk waktu 

sebelumnya. 

4) Mazhab hambali atau hanabilah menjelaskan makna 

jual beli berdasrakan syara‟ yaitu saling melakukan 

proses pertukaran harta dengan harta, ataupun 

menukarkan suatu hal guna memperoleh waktu yang 

sebelumnya, tidak memiliki hutang ataupun 

mengandung riba.19 

2. Dasar Hukum Jual Beli  

a. Al-Quran  

1) Q.S. An-Nisa: 29 

                      

                    

           

٩٢۝ 

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah 

kamu memakan harta sesamamu dengan cara 

yang batil (tidak benar), kecuali berupa 

perniagaan atas dasar suka sama suka di 

antara kamu. Janganlah kamu membunuh 

dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu. 
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2) Q.S. Al-Baqarah: 275 

ْ٘ ٚرَخََثَّطُُّ  وُ انَّزِ ْٕ ا ٚمَُ ًَ ٌَ الََِّ كَ ْٕ يُ ْٕ تٰٕا لََ ٚمَُ ٌَ انشِّ ْٕ ٍَ ٚأَكُْهُ ْٚ َّزِ انَ

تٰٕاۘ  ْٛغُ يِثْمُ انشِّ ا انْثَ ًَ ا اََِّ ْْٕٓ ىُْ لاَنُ  رٰنكَِ تآَََِّ
سِِّّۗ ًَ ٍَ انْ ٍُ يِ ْٛطٰ انشَّ

ُ انْ  ادََمَّ اّللّٰ َٔ ّٖ تِّ ٍْ سَّ ػِظَحٌ يِّ ْٕ ِٗ يَ ٍْ جَاۤءَ ًَ  فَ
تٰٕاِّۗ وَ انشِّ دَشَّ َٔ ْٛغَ  ثَ

ى ِكَ 
ۤ
ٍْ ػَادَ فأَُنٰ يَ َٔ  ِِّۗ

ْٓ انَِٗ اّللّٰ ِٗ ايَْشُ َٔ ّٗ يَا سَهفََِّۗ  ٗ فهََ ٰٓ َْرَ فاَ

 ٌَ ْٔ ْٛٓاَ خٰهذُِ ٩٢٢۝اصَْذٰةُ انَُّاسِِۚ ْىُْ فِ  

Artinya :”Orang-orang yang memakan (bertransaksi 

dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali 

seperti orang yang berdiri sempoyongan 

karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi 

karena mereka berkata bahwa jual beli itu 

sama dengan riba. Padahal, Allah telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya 

peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), 

lalu dia berhenti sehingga apa yang telah 

diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan 

urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa 

yang mengulangi (transaksi riba), mereka 

itulah penghuni neraka. Mereka kekal di 

dalamnya. 

b. Hadist 

ِّٙ صهٗ اللّ ػهّٛ ٔسهى لاَلَ  ٍِ انَُّثِ ٍْ أتَِٙ سَؼِٛذٍ، ػَ انرَّاجِشُ   " ػَ

ٓذََاءِ  انشُّ َٔ  ٍَ ٚمِٛ ذِّ انصِّ َٔ  ٍَ ٍُ يَغَ انَُّثِِّٛٛ ذُٔقُ الأيَِٛ  انصَّ

Abu Sa'eed meriwayatkan bahwa Nabi (saw) 

bersabda:“Pedagang yang jujur dan amanah 

(terpercaya) akan bersama para nabi, orang-orang 

shiddiq, dan para syuhada.” (HR. Tirmidzi).
20
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 Hadis riwayat Jami' at-Tirmidhi, Kitab al-Buyū„, No. 1209. 
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سَهَّىَ لاَلَ  َٔ  ِّ ْٛ ُ ػَهَ ِّٙ صَهَّٗ اللَّّ ٍِ انَُّثِ ُُّْ، ػَ ُ ػَ َٙ اللَّّ ُْذُبٍ سَظِ ٍِ جُ شَجَ تْ ًُ ٍْ سَ  ػَ

َُّٚ ػَهَٗ انْٛذَِ يَا أخََزَخْ  دَرَّٗ ذؤَُدِّ  

Dari sahabat Samurah bin Jundub, Rasulullah SAW 

bersabda: “Orang yang mengambil atau menerima 

suatu titipan berkewajiban bertanggung jawab atas 

barang yang diambilnya sampai ia menyerahkannya 

kembali (kepada pemiliknya)”. (HR. Abu Daud dan 

At-Tirmidzi).
21

 

 

3. Rukun dan Syarat Jual Beli 

Rukun diartikan sebagai sesuatu yang perlu 

dipenuhi untuk sah nya pekerjaan. Apabila sudah terpenuhi 

rukun dan syaratnya maka jual beli dapat dikatakan sah 

dalam bertransaksi. Rukun adalah hal-hal yang harus ada 

atau yang mutlak perlu dipenuhi, sedangkan syarat adalah 

peraturan atau pedoman, petunjuk yang harus dipenuhi. 

Berdasarkan pendapat oleh konsensual fuqaha‟ rukun jual 

beli harus mencakup empat (4) macam, antara lain:  

a. Akidain (pihak penjual dan membeli). 

b. Terdapat barang yang dibel. 

c. Shighat (ijab dan qabul). 

d. Terdapat alat untuk menukar dengan barang. 

Meskipun syarat jual beli harus sesuai dengan 

prinsip jual beli, namun berdasarkan pendapat sebagian 

besar ulama menjelaskan syarat-syarat yang perlu dipenuhi, 

sebagai berikut: 
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a. Syarat orang yang berakad antara lain. 

1) Berakal, Jual beli yang dilakukan anak di bawah 

umur dan orang yang dikatakan gila hukumnya tidak 

sah. Anak-anak kecil di sini adalah anak laki-laki 

yang belum pernah mengalami mimpi basah dan anak 

perempuan yang belum mengalami menstruasi. 

pendapat ulama, bahwa orang yang membuat akad 

jual beli haruslah orang dewasa dan sehat, jika orang 

yang sehat itu masih mumayyiz, maka hukum jual 

beli tidak berlaku meskipun mendapat izin dari wali. 

2) Yang melaksanakan suatu akad yaitu orang yang 

berbeda. Artinya seseorang tidak bisa menjadi penjual 

dan pembeli pada saat yang bersamaan. Misalnya, 

jika Hana menjual dan membeli barangnya sendiri, 

maka hukum Jual beli dikatakan tidak sah.  

b. Syarat terkait serah terima (ijab qabul) 

Syarat-syarat yang terkait dengan ijab qobul Para 

ulama Fiqih mengemukakan bahwa syarat ijab qobul 

yaitu antara lain: 

1) Seseorang dikatakan sudah baligh dan berakal. 

2) Qobul sesuai dengan ijab. Misalnya penjual berkata 

kepada saya menjual cabai ini dengan harga 1 kilo 

Rp. 32.000. setelah itu pembeli menjawab membeli 

cabai ini dengan harga 1 kilo Rp. 32.000. Jika ada 

kesepakatan antara pihak dan pembeli maka 
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hukumnya sah. Namun, jika ijab qobul tidak sesuai 

maka jual belinya tidak sah. 

3) Ijab dan qobul dilaksanakan di dalam satu majelis 

Dalam hal ini, kedua belah pihak yang membuat 

kontrak komersial dan kontrak penjualan harus hadir 

dan membahas topik yang sama ketika penjual 

membuat suatu perjanjian. Setelah itu pembeli berdiri 

sebelum mengucapkan qabul, atau pembeli 

melakukan kegiatan lain yakni tidak memiliki 

hubungannya mengenai jual beli. kemudian pembeli 

mengucapkan qabul, menurut kesepakatan ulama 

fiqh, jual beli ini tidak sah, meskipun mereka merasa 

bahwa ijab tidak diperlukan untuk dijawab langsung 

oleh qabul 

c. Syarat barang yang diperjualbelikan 

Syarat-syarat mengenai barang yang 

diperjualbelikan antara lain yaitu: 

1) Barang tersedia atau tidak tersedia, tetapi penjual 

menyatakan kesanggupannya untuk memperoleh 

barang tersebut. Misalnya, ketika tidak 

memungkinkan untuk menjelaskan semua barangnya 

di toko karena beberapa pedagang menaruhnya di 

gudang, namun tetap meyakinkan pembeli bahwa 

barang tersebut dapat dijelaskan sesuai perjanjian di 

pusat perjualbelian. 
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2) Dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh banyak 

orang, jadi barang terlarang bukanlah barang yang sah 

untuk dijual dan dibeli, seperti bangkai, khamr dan 

darah. Barang-barang tersebut tidak dianggap sebagai 

barang jual beli karena menurut syara‟ barang-barang 

tersebut tidak menguntungkan bagi kaum muslimin. 

3) Penyerahan dapat dilakukan pada saat akad 

ditandatangani atau pada waktu yang disepakati 

bersama setelah penjualan selesai. 

d. Syarat nilai tukar harga barang Faktor terpenting saat 

membeli dan menjual adalah nilai tukar atau komoditas 

yang dijual. Nilai tukar yang digunakan saat ini adalah 

uang. Ulama fikih antara lain menjelaskan syarat-syarat 

nilai tukar, yaitu: 

1) Jumlah yang telah disepakati kedua belah pihak harus 

memiliki kejelasan. 

2) Disampaikan pada saat kontrak selesai atau sah, 

misalnya Pembayaran menggunakan cek atau sebuah 

kartu kredit, jika produk dibayar di muka, jangka 

waktu pembayaran harus jelas dan tidak ada bunga 

yang harus ditambahkan. 

3) Apabila penjualan bertentangan dengan barang. Maka 

barang yang digunakan untuk ini bukanlah barang 

yang diharamkan seperti khamr, barang yang 

demikian dikatakan tidak berharga. 
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B. Hukum Ekonomi Syariah 

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah 

Hukum Ekonomi Syariah adalah Hukum yang 

mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem 

Ekonomi yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok 

orang serta badan Hukum maupun tidak badan Hukum 

yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai Islamiah yang 

tercantum dalam Al Quran, Hadits, dan Ijtihad para Ulama. 

Secara etimologi kata hukum berasal dari bahasa Arab 

yang disebutkan sebagai "hukum" yang berarti keputusan 

ataupun ketetapan sedangkan dari sudut pandang Islam 

istilah syariah berkembang ke arah makna yang Fiqh. Hal 

tersebut membuat Hukum Ekonomi Syariah menjadi 

pegangan atau tuntunan masyarakat Islam untuk menjalani 

kehidupan tata Ekonomi maupun tata hukum 

bermasyarakat.
22

 

Dalam konteks masyarakat, Hukum Ekonomi Syariah 

berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem 

Ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang 

merupakan pelaksanaan Fiqih di bidang ekonomi oleh 

masyarakat. Pelaksanaan Sistem Ekonomi oleh masyarakat 

membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan 

tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang 

pasti timbul pada interaksi ekonomi. Dengan kata lain 

                                                           
22

 Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah, 

(Jakarta: Predana Media Group, 2019), H. 2 



25 
 

 

Sistem Ekonomi Syariah memerlukan dukungan Hukum 

Ekonomi Syariah untuk menyelesaikan berbagai sengketa 

yang mungkin muncul dalam masyarakat.
23

 

dikemukakan pengertian hukum ekonomi islam yaitu 

yang ditulis Yusuf Halim Al- Alim yang mengemukakan 

bahwa hukum ekonomi Islam adalah ilmu tentang hukum-

hukum syariat aplikatif yang diambil dari dalil-dalil yang 

terperinci terkait dengan mencari, membelanjakan, dan tata 

cara membelanjakan harta. 

Fokus kajian hukum ekonomi Islam adalah 

mempelajari perilaku muamalah masyarakat Islam yang 

sesuai dengan Nash Al-Qur'an, Al-Hadist, Qiyas dan Ijma‟ 

dalam kebutuhan hidup manusia dalam mencari ridha Allah 

SWT. Adapun pengertian hukum ekonomi syariah menurut 

beberapa ahli:
24

 

Menurut M. Umer Chapra mengemukakan bahwa 

hukum ekonomi syariah didefinisikan sebagai sebuah 

pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan 

manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang 

terbatas dan berada dalam koridor yang mengacu pada 

pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu 

(leissez faire) atau tanpa perilaku makro ekonomi yang 
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 Al Mashlahah, Jurnal "Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam", 

(diakses tanggal 11 Januari 2021) 
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berkesinambungan dan tanpaketidak seimbangan 

lingkungan. 

Menurut M.A. Manan ekonomi syariah adalah ilmu 

pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah 

ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam. 

Menurut Prof. Dr. Zainuddin Ali, pengertian Ekonomi 

Syariah adalah kumpulan norma hukum yang bersumber 

dari al-quran dan hadits yang mengatur perekonomian umat 

manusia. 

Menurut Dr. Mardani, pengertian ekonomi syariah 

yaitu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh kelompok 

atau badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan 

hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat 

komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.  

Definisi hukum ekonomi syariah para ahli tersebut 

menekankan karakter komprehensif tentang perilaku subjek 

dan didasarkan atas nilai moral ekonomi syariah yang 

bertujuan mengkaji kesejahteraan manusia yang dicapai 

melalui pengorganisasian sumber-sumber alam berdasarkan 

kooperasi dan partisipasi.
25

 

2. Dasar Hukum Ekonomi Syariah 

 Adapun beberapa sumber-sumber hukum ekonomi 

syariah sebagai berikut: 
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a. Al-Quran 

   Al-Qur'an adalah sumber utama, asli, abadi, dan 

pokok dalam hukum ekonomi syariah yang Allah SWT 

turunkan kepada Rasul Saw guna meperbaiki, 

meluruskan dan mebimbing umat manusia kepada jalan 

yang benar. Di dalam Al-Qur'an banyak terdapat ayat-

ayat yang melandasi hukum ekonomi syariah, yang 

mengemukakan tentang peningkatkan kesejahteraan 

umat Islam dalam segala bidang termasuk ekonomi. 

a) Q.S An-Nisa : 29 

ا لََ  ْٕ ٍَ اٰيَُُ ْٚ اَ انَّزِ ٌْ اَُّٚٓ ْٓ اَ ُْٛكَُىْ تاِنْثاَغِمِ الََِّ انكَُىْ تَ َٕ ا ايَْ ْْٕٓ ذأَكُْهُ

 ٌَ َ كَا
ٌَّ اّللّٰ َْفسَُكُىِّْۗ اِ ا اَ ْْٕٓ لََ ذمَْرهُُ َٔ ُْكُىِّْۗ  ٍْ ذشََاضٍ يِّ ٌَ ذجَِاسَجً ػَ ْٕ ذكَُ

ا  ًً ْٛ ٩٢۝تكُِىْ سَدِ  

Artinya:”Wahai orang-orang yang beriman, 

janganlah kamu memakan harta sesamamu 

dengan cara yang batil (tidak benar), 

kecuali berupa perniagaan atas dasar suka 

sama suka di antara kamu. Janganlah kamu 

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu”. 

 

b) Q.S. Al-Baqarah: 275 

 ًَ َّ ا اَِ ْْٕٓ ىُْ لَانُ تٰٕاِّۗ رٰنكَِ تآَََِّ وَ انشِّ دَشَّ َٔ ْٛغَ  ُ انْثَ
ادََمَّ اّللّٰ َٔ تٰٕاۘ  ْٛغُ يِثْمُ انشِّ ا انْثَ  

Artinya: “Demikian itu terjadi karena mereka 

berkata bahwa jual beli itu sama dengan 

riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual 

beli dan mengharamkan riba.” 
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b. Hadist 

Setelah Al-qur'an, sumber hukum ekonomi adalah 

hadis dan Sunnah. Yang mana para pelaku ekonomi akan 

mengikuti sumber hukum ini apabila didalam alqur'an 

tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi 

tersebut : 

ِّٙ صهٗ اللّ ػ ٍِ انَُّثِ ٍْ أتَِٙ سَؼِٛذٍ، ػَ انرَّاجِشُ   " هّٛ ٔسهى لاَلَ ػَ

ٓذََاءِ  انشُّ َٔ  ٍَ ٚمِٛ ذِّ انصِّ َٔ  ٍَ ٍُ يَغَ انَُّثِِّٛٛ ذُٔقُ الأيَِٛ  انصَّ

Abu Sa'eed meriwayatkan bahwa Nabi (saw) 

bersabda:“Pedagang yang jujur dan amanah 

(terpercaya) akan bersama para nabi, orang-orang 

shiddiq, dan para syuhada.” (HR. Tirmidzi) 

 

 ِّ ْٛ ُ ػَهَ ِ صَهَّٗ اللَّّ ٍَ سَسُٕلُ اللَّّ ُُّْ لاَنهؼََ ُ ػَ َٙ اللَّّ ٍْ جَاتشٍِ سَظِ ػَ

اءَ  َٕ لاَلَ: ْىُْ سَ َٔ  ،ِّ ْٚ ِْذَ شَا َٔ كَاذثَُِّ،  َٔ يُؤْكِهَُّ،  َٔ تاَ،  سَهَّىَ آكِمَ انشِّ َٔ  
"Dari Jabir radhiyallahu „anhu, ia berkata: 

'Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, orang 

yang memberi makan dengan riba, penulisnya, dan 

dua saksi saksinya.' Ia bersabda, 'Mereka semua itu 

sama'." (HR. Muslim). 

 

b. Ijma 

adalah sumber hukum yang ketiga, yang mana 

merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun cara 

cendikiawan agama yang tidak terlepas dari alqur'an dan 

hadis. 

Secara bahasa, ijma‟ berarti kesepakatan atau 

persetujuan. Sedangkan menurut istilah ushul fiqh, ijma‟ 

adalah kesepakatan para ulama mujtahid pada suatu masa 
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setelah wafatnya Rasulullah SAW mengenai hukum suatu 

persoalan tertentu.
26

 

Ijma‟ digunakan ketika suatu persoalan tidak 

dijelaskan secara rinci di dalam Al-Qur‟an maupun Hadis, 

namun para ulama sepakat menetapkan hukumnya 

berdasarkan hasil ijtihad bersama. Kesepakatan tersebut 

kemudian menjadi pedoman hukum yang dapat dijadikan 

dasar dalam menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan, 

termasuk dalam bidang ekonomi dan muamalah. 

Dalam perkembangan Hukum Ekonomi Syariah, 

ijma‟ memiliki peran penting karena aktivitas ekonomi 

manusia terus berkembang dari waktu ke waktu. Banyak 

bentuk transaksi modern yang tidak ditemukan secara 

langsung pada masa Rasulullah SAW, sehingga para 

ulama melakukan ijtihad dan menghasilkan kesepakatan 

hukum agar transaksi tersebut tetap sesuai dengan prinsip 

syariah. 

Dasar diterimanya ijma‟ sebagai sumber hukum 

salah satunya terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yang 

menjelaskan bahwa umat Islam tidak akan bersepakat 

dalam kesesatan. Oleh sebab itu, kesepakatan ulama 

dipandang memiliki kekuatan hukum yang dapat dijadikan 

pedoman. 

                                                           
26

 Akhmad Haries dan Maisyarah Rahmi, Ushul Fikih: Kajian 

Komprehensif Teori, Sumber Hukum dan Metode Istinbath Hukum (Samarinda: 

Bening Media Publishing, 2021), hlm. 84–85 
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c. Qiyas 

 Qiyas merupakan salah satu metode penetapan 

hukum Islam dengan cara membandingkan suatu 

persoalan baru yang belum memiliki ketentuan hukum 

secara langsung dengan persoalan lain yang sudah 

memiliki hukum, karena keduanya memiliki persamaan 

illat atau alasan hukum. 

 Secara bahasa, qiyas berarti mengukur, 

membandingkan, atau menyamakan sesuatu dengan yang 

lain. Sedangkan menurut istilah ushul fiqh, qiyas adalah 

menetapkan hukum terhadap suatu persoalan baru dengan 

cara menghubungkannya kepada persoalan yang sudah 

ada hukumnya berdasarkan kesamaan sebab atau illat. 

 Qiyas digunakan karena perkembangan kehidupan 

manusia terus melahirkan persoalan baru yang tidak 

ditemukan secara langsung pada masa Rasulullah SAW. 

Oleh sebab itu, para ulama menggunakan qiyas agar 

hukum Islam tetap dapat menjawab berbagai persoalan 

modern tanpa keluar dari prinsip-prinsip syariah. 

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia 

  Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia 

Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bi 

al-Ujrah menjadi salah satu dasar hukum dalam praktik 

titip jual barang. Fatwa ini mengatur akad pemberian 

kuasa (wakalah) yang disertai dengan pahala (ujrah) 



31 
 

 

antara pemberi kuasa (Muawwakil) dan penerima kuasa 

(wakil). Dalam praktik penjualan konsinyasi, pemilik 

barang memberikan wewenang kepada pemilik kios untuk 

menjual barang dengan memperoleh keuntungan atau 

margin tertentu.
27

 

  Fatwa tersebut menjelaskan bahwa akad wakalah 

bi al-ujrah harus dilakukan secara jelas dan dipahami oleh 

kedua belah pihak. Selain itu, besaran ujrah atau imbalan 

harus diketahui dan disepakati bersama, baik dalam 

bentuk nominal maupun persentase tertentu. Ketentuan ini 

menjadi dasar hukum dalam menilai kesesuaian praktik 

titip jual barang dengan sistem margin harga berdasarkan 

prinsip hukum ekonomi syariah.
28

  

3. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah 

Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah merupakan 

dasar atau pedoman yang digunakan dalam setiap aktivitas 

ekonomi agar transaksi yang dilakukan sesuai dengan 

ketentuan Islam. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan 

menciptakan keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, serta 

menghindarkan manusia dari praktik ekonomi yang 

merugikan dan bertentangan dengan syariat. Adapun 

                                                           
27

 Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-

MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bi al-Ujrah 

(Jakarta: DSN-MUI, 2017), h. 6. 
28

 Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa (Jakarta: 

DSN-MUI, 2017), h. 7. 
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prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah antara lain sebagai 

berikut: 

a. Prinsip Keadilan („Adalah) setiap kegiatan ekonomi 

harus menjamin hak semua pihak secara adil. 

b. Prinsip Kemaslahatan (Maslahah) segala aktivitas 

ekonomi harus memberikan manfaat bagi masyarakat 

luas. 

c. Prinsip Larangan Riba, Gharar, dan Maysir untuk 

mencegah praktik eksploitasi dan ketidakpastian. 

d. Prinsip Kepemilikan Terbatas (Al-Milkiyyah al-

Muqayyadah) harta adalah titipan Allah yang harus 

dikelola dengan tanggung jawab sosial. 

e. Prinsip Kejujuran dan Amanah (Ash-Shidq wa al-

Amanah) sebagai landasan moral dalam kegiatan bisnis. 

Sebagaimana ditegaskan oleh Ascarya, sistem 

ekonomi syariah bertujuan menciptakan keadilan 

ekonomi dengan menghindari eksploitasi dan 

menegakkan etika bisnis
. 

4. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah 

Ruang lingkup hukum ekonomi syariah sangat 

luas, meliputi: 

a. Kegiatan keuangan dan perbankan syariah (mudharabah, 

musyarakah, murabahah, ijarah, dsb). 

b. Asuransi syariah (takaful). 

c. Pasar modal syariah. 
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d. Bisnis dan perdagangan halal. 

e. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif. 

f. Kebijakan publik ekonomi Islam (fiskal dan moneter 

syariah). 

Sebagaimana dijelaskan oleh Veithzal Rivai, 

Hukum Ekonomi Syariah mencakup seluruh aspek 

aktivitas ekonomi yang berlandaskan prinsip keadilan, 

kebersamaan, dan tolong-menolong. 

C. Wakalah 

1. Pengertian wakalah 

Pengertian wakalah menurut bahasa artinya adalah 

menyerahkan sesuatu. Sedangkan menurut istilah syara‟ 

artinya adalah seseorang yang menyerahkan / mewakilkan 

sesuatu urusannya kepada orang lain, pada apa yang boleh 

diwakilkan menurut syari‟at, supaya orang yang diwakilkan 

itu bisa melakukan sesuatu yang diberikan kepadanya selagi 

orang yang mewakilkan sesuatu tersebut (pemberi kuasa) 

masih hidup. Perwakilan ini sah dilakukan dalam hal jual 

beli, kawin, talak, memberi, menggadai dan suatu barang 

yang berhubungan dengan muamalah. 

Al – wakalah juga berarti At-Tafwid yang berarti 

pendelegasian, penyerahan atau pemberian mandat. 

Sehingga wakalah bisa diartikan sebagai pelimpahan 

kekuasaan oleh seseorang (pihak pertama) kepada orang 

lain (pihak kedua) dalam menjalankan/melakukan sesuatu 
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berdasarkan wewenang/kuasa yang diberikan oleh pihak 

pertama, akan tetapi apabila kuasa tersebut telah dilakukan 

sesuai yang diisyaratkan yang sudah ditentukan maka 

semua tanggung jawab dan risiko atas perintah tersebut 

sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan risiko pihak yang 

memberikan kuasa. 

2. Dasar Hukum Wakalah 

a. Al- Quran  

1) Q.S. Al-Kahfi: 19 

ُْٓىُْ كَىْ   لاَلَ لاَۤى ِمٌ يِّ
َُْٛٓىُِّْۗ ا تَ ْٕ ٓىُْ نِٛرَسََاۤءَنُ ُٰ كَزٰنكَِ تؼََثْ َٔ

وٍِّۗ  ْٕ ْٔ تَؼْطَ َٚ يًا اَ ْٕ ا نثَثُِْاَ َٚ ْٕ ا سَتُّكُىْ نثَثِْرىُِّْۗ لاَنُ ْٕ لاَنُ

ْٓ انَِٗ  ِٖ زِ ْٰ سِلكُِىْ  َٕ ا ادََذَكُىْ تِ ْْٕٓ ا نثَثِْرىُِّْۗ فاَتْؼَثُ ًَ اػَْهىَُ تِ

آَْ اصَْكٰٗ غؼََايًا فهَْٛأَذْكُِىْ تشِِصْقٍ  ُْظشُْ اَُّٚٓ ُْٚحَِ فهََْٛ ذِ ًَ انْ

ٌَّ تكُِىْ ادََذًا ٩ لََ ٚشُْؼِشَ َٔ نْٛرَهَطََّفْ  َٔ  ُُّْ  يِّ

Artinya : Demikianlah, Kami membangunkan 

mereka agar saling bertanya di antara 

mereka (sendiri). Salah seorang di antara 

mereka berkata, “Sudah berapa lama 

kamu berada (di sini)?” Mereka 

menjawab, “Kita berada (di sini) sehari 

atau setengah hari.” Mereka (yang lain 

lagi) berkata, “Tuhanmu lebih 

mengetahui berapa lama kamu berada (di 

sini). Maka, utuslah salah seorang di 

antara kamu pergi ke kota dengan 

membawa uang perakmu ini. Hendaklah 

dia melihat manakah makanan yang lebih 

baik, lalu membawa sebagian makanan 
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itu untukmu. Hendaklah pula dia berlaku 

lemah lembut dan jangan sekali-kali 

memberitahukan keadaanmu kepada 

siapa pun. (Q.S. Al-Kahfi:19)
29

. 

 

2) Q.S. Yusuf : 55 

ْٛىٌ  ْٛظٌ ػَهِ ْٙ دَفِ ٍِ الَْسَْضِِۚ اَِِّ ْٙ ػَهٰٗ خَضَاۤى ِ ٩۝لاَلَ اجْؼَهُِْ  

Artinya :Dia (Yusuf) berkata, “Jadikanlah aku 

pengelola perbendaharaan negeri (Mesir). 

Sesungguhnya aku adalah orang yang 

pandai menjaga (amanah) lagi sangat 

berpengetahuan.” 

 

3) Q.S. An-Nisa: 35 

ا يِّ  ًً دَكَ َٔ  ّٖ ْْهِ ٍْ اَ ا يِّ ًً ا دَكَ ْٕ ا فاَتْؼَثُ ًَ ِٓ ُِْٛ ٌْ خِفْرىُْ شِماَقَ تَ اِ َٔ ٍْ

ا  ًً ْٛ ٌَ ػَهِ َ كَا
ٌَّ اّللّٰ اِّۗ اِ ًَ َُُْٓٛ ُ تَ

فِّكِ اّللّٰ َٕ ْٚذَآ اصِْلََدًا ُّٚ ٌْ ُّٚشِ ْْهِٓاَِۚ اِ اَ

ْٛشًا  ٩٣۝خَثِ  

Artinya: Jika kamu (para wali) khawatir terjadi 

persengketaan di antara keduanya, utuslah 

seorang juru damai dari keluarga laki-laki 

dan seorang juru damai dari keluarga 

perempuan. Jika keduanya bermaksud 

melakukan islah (perdamaian), niscaya 

Allah memberi taufik kepada keduanya. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 

lagi Mahateliti. 

b. Hadist  

سَهَّىَ أػَْطاَُِ دُِٚاَسًا ٚشَْرشَِ٘  َٔ  ِّ ْٛ ُ ػَهَ َّٙ صَهَّٗ اللَّّ ٌَّ انَُّثِ جَ أَ َٔ ٍْ ػُشْ ػَ

ا  ًَ ٍِ فثَاَعَ إدِْذَاُْ ْٛ ِّ شَاذَ ِّ شَاجً فاَشْرشََٖ نَُّ تِ نَُّ تِ
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 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bogor: 

Syamil Qur‟an, 2007), h. 296. 
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شَاجٍ فذََػَا نَُّ تاِنْثشََكَحِ فِٙ  َٔ جَاءَُِ تذُِِٚاَسٍ  َٔ تذُِِٚاَسٍ 

 ْٕ ٌَ نَ كَا َٔ  ِّ ْٛؼِ ِّ اشْ تَ رشََٖ انرُّشَابَ نشََتخَِ فِٛ  

Artinya :Dari Urwah al Bariqi Radhiyallahu anhu, 

bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi 

wa sallam memberinya satu dinar uang 

untuk membeli seekor kambing. Dengan 

uang satu dinar tersebut, dia membeli dua 

ekor kambing dan kemudian menjual 

kembali seekor kambing seharga satu dinar. 

Selanjutnya dia datang menemui Nabi 

Shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan 

membawa seekor kambing dan uang satu 

dinar. (Melihat hal ini) Rasûlullâh 

Shallallahu „alaihi wa sallam mendoakan 

keberkahan pada perniagaan sahabat 

Urwah, sehingga seandainya ia membeli 

debu, niscaya ia mendapatkan laba darinya. 

[HR. Bukhâri, no. 3443]. 

 

ٍَ أيََُّٛح  شٔ تْ ًْ كَّمَ ػَ َٔ سَهَّىَ  َٔ  ِّ ْٛ ٌَّ سَسُٕلَ اللِّ صَهَّٗ اللُّ ػَهَ أَ

ْٛثحََ  ّ٘ فِٙ لثَُٕلِ َكَِاحِ أوُِّ دَثِ شِ ًْ ُْدَ أتَِٙ انعَّ سَيْهحََ تِ

 ٌَ  سُفْٛاَ
Artinya :”Sesungguhnya Rasulullah saw, mewakilkan 

kepada Amr bin Umayyah al-Dlamry dalam 

menerima pernikahan Ummi Habibah, 

Ramlah binti Abi Sufyan. ”(HR. Al-Baihaqi). 

 

سَهَّىَ تؼََثَ  َٔ  ِّ ْٛ ُ صَهَّٗ اللُّ ػَهَ كَاجِ  أَََّّ ؼَاجَ لِأخَْزِ انضَّ انسُّ  
Artinya :”Sesungguhnya Nabi saw, mengutus para 

petugas zakat untuk menarik zakat. ”(HR. 

Bukhari Muslim) 

 

Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah 

mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Di 
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antaranya adalah membayar utang, mewakilkan 

penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurus 

unta, membagi kandang hewan, dan lain-lainnya. 

c. Ijma  

  Para ulama pun sepakat dengan ijma, bahwa 

wakalah di perbolehkan mereka bahkan ada yang 

cenderung mensunnahkan dengan alasan bahwa hal 

tersebut merupakan jenis ta‟awun (tolong-menolong) 

atas dasar kebaikan dan taqwa. Tolong menolong di 

serukan oleh al-Qur‟an dan di sunnahkan Rasulullah 

SAW.
30

 

3. Rukun dan Syarat Wakalah 

 Adapun rukun-rukun serta syarat berwakil menurut 

mazhab Syafi‟ dapat dijelaskan sebagai berikut:
31

 

a. Muwakil yaitu orang yang memberikan wewenang 

(berwakil) diisyaratkan sah melakukan apa yang 

diwakilkan, sebab milik atau dibawah kekuasaannya, 

diisyaratkan: 

1) Harus seorang pemilik sah yang dapat bertindak 

terhadap sesuatu yang ia wakilkan. 

2) Orang mukallaf / anak mumayyiz dalam batas-batas 

tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat 

                                                           
30

 Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu, (Damaskus: 

Darul Fiqr, 1997), Cet. Ke-4 vol V, h. 4060-4061. 
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Kencana, 2005), 166. 



38 
 

 

baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, 

menerima sedekah dan lain sebagainya. 

b. Wakil yaitu orang yang menerima wewenang (orang 

yang diwakilkan).  

Syarat wakil yaitu:  

1) Orang yang menerima wewenang (wakil) harus 

cakap dalam suatu aturan yang mengatur proses 

akad wakalah. 

2) Penerima kuasa yaitu seseorang yang bisa 

mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya.  

c. Muwakil fiih yaitu sesuatu yang diwakilkan, 

diisyaratkan: 

1) Menerima penggantian, artinya bisa diwakilkan 

kepada orang lain yang mengerjakannya. 

2) Sesuatu yang diwakilkan harus berbentuk pekerjaan 

yang ketika dikuasakan merupakan pekerjaan yang 

seharusnya dikerjakan oleh pihak yang mewakilkan / 

pemberi kuasa. Sehingga tidak sah mewakilkan 

pekerjaan yang bukan hak nya. 

3) Diketahui dengan jelas.  

d. Sighat (Ijab qobul) yaitu ucapan / lafaz wakil dari orang 

yang mewakilkan (orang yang memberi wewenang) 

kepada orang yang diberi wewenang. Ada beberapa 

syarat yang harus dipenuhi dari segi sighat, antara lain:  
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1) Bahasa dari seorang / pihak yang memberi kuasa 

harus mewakili kerelaannya dalam menyerahkan 

kuasa kepada wakil, baik secara Sharih (jelas) 

seperti “Aku wakilkan kepadamu penjualan mobilku 

ini”, maupun secara kinayah (tersirat atau sindiran), 

seperti “aku jadikan kamu menggantikan aku untuk 

rumah ini”. 

2) Dari pihak wakil hanya cukup menerimanya 

meskipun tidak ada ucapan. 

4. Jenis-Jenis Wakalah 

a. Wakalah Mutlak, Wakalah mutlak adalah jenis wakalah 

yang memberikan wewenang penuh kepada penerima 

kuasa untuk bertindak dalam berbagai hal tanpa batasan 

tertentu. Misalnya, seorang pebisnis memberikan 

wewenang penuh kepada seorang agen untuk mengelola 

seluruh aspek bisnisnya. 

b. Wakalah Muqayyad, Pada wakalah muqayyad, 

wewenang yang diberikan kepada wakil dibatasi pada 

hal-hal tertentu saja. Contohnya adalah memberikan 

kuasa kepada seseorang untuk menjual properti dengan 

syarat harga tertentu atau dalam waktu tertentu. 

c. Wakalah Bil Ujrah, Wakalah bil ujrah adalah akad 

wakalah di mana penerima kuasa berhak menerima upah 

atau komisi atas jasa yang diberikannya. Misalnya, bank 
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syariah memberikan layanan wakalah untuk mengelola 

investasi dengan imbalan biaya administrasi. 

5. Berakhirnya akad Wakalah 

  Adapun penyebab berakhirnya akad wakalah adalah 

sebagai berikut: 

a. Bila salah satu pihak yang berakad wakalah gila. 

b. Bila maksud yang terkandung dalam akad wakalah 

sudah selesai pelaksanaannya atau dihentikan. 

c. Diputuskannya wakalah tersebut oleh salah satu pihak 

yang berwakalah baik pihak pemberi kuasa atau pihak 

yang menerima kuasa. 

d. Hilangnya kekuasaan atau hak pemberi kuasa atau suatu 

objek yang dikuasakan. 

e. Meninggalnya salah satu dari dua orang yang melakukan 

akad wakalah. 

D. Margin Harga 

1. Pengertian margin harga 

  Secara umum, margin harga adalah selisih antara 

harga pokok barang dengan harga jual barang yang menjadi 

keuntungan bagi penjual atau pihak yang melakukan 

transaksi.
32

 Margin menjadi bentuk imbalan atas usaha, jasa 

pemasaran, tenaga, waktu, dan risiko yang dikeluarkan 

dalam kegiatan perdagangan. Menurut Kamus Besar 
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  Bahasa Indonesia (KBBI), margin adalah “selisih 

antara biaya produksi dan harga jual” atau keuntungan yang 

diperoleh dari suatu transaksi perdagangan.
33

 Dalam ilmu 

ekonomi, margin harga dipahami sebagai keuntungan yang 

diperoleh pedagang dari hasil penjualan barang. Sedangkan 

dalam praktik titip jual, margin harga biasanya diperoleh 

oleh penerima titipan sebagai kompensasi atas jasa 

menjualkan barang milik orang lain. 

  Contohnya, seseorang menitipkan barang dengan 

harga dasar Rp50.000, kemudian penerima titipan 

menjualnya Rp60.000. Maka selisih Rp10.000 disebut 

margin keuntungan. Penerima titipan diberikan kebebasan 

menentukan harga jual selama harga pokok pemilik 

terpenuhi. Praktik ini sering ditemukan dalam usaha kecil, 

warung, toko pakaian, atau sistem konsinyasi. 

2. Ketentuan keuntungan dalam Ekonomi Islam 

a. Keuntungan Dalam Islam 

1) Definisi Al-Ribhu (Keuntungan)  

  Dalam Mu‟jamlu ghahal-fuqaha: al-Ribu 

(keuntungan/laba) adalah sesuatu kelebihan yang 

dihasilkan dari beban produksi atau modal. Secara 

umum dimaksudkan atas semua keuntungan yang 

dihasilkan oleh pelaku usaha yang lebih dari modal 

                                                           
33
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dasar. Keuntungan murni adalah keuntungan yang 

diperoleh setelah dikurangi segala beban produksi, 

upah dan pengelolaan.  

2) Dasar Hukum Al-Ribhu (Keuntungan)  

a) Al-Ribhu (keuntungan) sesuai syari‟at 

  Al-Ribhu (keuntungan) yang sesuai syari‟at 

itu adalah Al- Ribhu (keuntungan) yang dihasilkan 

dari kegiatan yang diperbolehkan, dan itu melalui 

pengembangan harta dengan berniaga dan 

berinvestasi melalui tata cara yang diperbolehkan 

oleh syaria‟at.
34

 Sebagaimana dijelaskan dalam 

Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 

16 Artinya: “Mereka itulah yang membeli 

kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan 

mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak 

mendapat petunjuk‟. (Q.S. AlBaqarah: 16) Dari 

penjelasan ayat diatas dapat diambil pemahaman 

bahwa setiap keuntungan yang diperoleh dari 

kegiatan atau transaksi yang halal hukumnya 

adalah halal, dan sebaliknya apabila keuntungan 

yang dihasilkan dari kegiatan atau transaksi yang 

haram adalah hukumnya haram. keuntungan yang 

                                                           
34
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dihasilkan dari kegiatan atau transaksi yang haram 

adalah hukumnya haram.  

b) Al-Ribhu (keuntungan) tidak sesuai syari‟at.  

 Keuntungan yang  tidak sesuai syariat adalah 

keuntungan yang bersumber dari pekerjaan dan 

pengelolaan terlarang yang tidak dibenarkan oleh 

syariat Islam. Dalam Maushu‟ah Fiqhiyah 

dijelaskan bahwa : keuntungan yang tidak sesuai 

dengan syariat itu adalah apa saja yang dihasilkan 

dari aktifitas yang haram seperti riba, judi, dan 

perniagaan barang-barang haram.
35

 Dalil terhadap 

keharaman keuntungan yang tidak sesuai dengan 

syariat sebagai berikut : Seperti yang dijelaskan 

dalam QS. An-Nisa ayat 29, sebagai berikut:  ََ  

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! 

Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 

dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali 

dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka 

sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha 

Penyayang kepadamu‟‟Artinya: “Allah telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 

(Q.S Al-Baqarah: 275). Ayat di atas menjelaskan 

Allah telah mengharamkan riba, yang mana riba 
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itu adalah mengambil kelebihan atas modal yang 

tidak dibenarkan syariat, dimana tanpa ada barang 

atau pekerjaan yang dilakukan. 

3) Ketentuan Keuntungan dalam Ekonomi Islam  

a) Ketentuan yang pertama dan utama adalah syariat 

Islam mensyaratkan keuntungan itu merupakan 

penghasilan yang diperoleh dari jalan sesuai 

dengan syariat. Artinya halal dan tidak 

mengandung riba. 

b) Islam menjadikan prinsip keadilan sebagai 

dorongan utama dalam mencari pendapatan dan 

keuntungan. Artinya tidak ada penipuan, tanpa ada 

pihak yang dirugikan menciptakan suasana saling 

pengertian toleransi. 

c) Mewujudkan keseimbangan antara berbagai 

kepentingan dan kemaslahatan para pihak pelaku 

dalam muamalah. Hal ini tidak boleh ada kerugian 

dan merugikan. Semua pihak akan mendapatkan 

bagian dari keuntungan sesuai dengan apa yang 

mereka investasikan.  

d) Tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan, 

oleh karenanya besaran keuntungan itu harus 

dalam ukuran yang bisa dimengerti akal sehat agar 
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tidak terjadi kenaikan harga yang tidak terkendali, 

dan merugikan banyak pihak.
36

 

3. Batasan Pengambilan Keuntungan dalam Islam 

 Syaikh Muhammad bin Sholeh Al „Utsaimin 

berkata, “Keuntungan itu tidak dibatasi. Boleh saja diambil 

keuntungan 10, 20, 25% atau lebih dari itu, asalkan tidak 

ada pengelabuan dalam jual belinya. Besarnya keuntungan 

di sini dibolehkan selama tidak ada ghoban 

(pengelabuan).
37

 Mufti Kerajaan Saudi Arabia di masa 

silam, Syaikh „Abdul „Aziz bin „Abdillah bin Baz –semoga 

Allah senantiasa merahmati beliau– ditanya mengenai 

standar keuntungan syar‟i dalam berdagang.  

 Kemudian bolehkah seseorang membeli suatu 

barang dengan harga 50 riyal lalu ia jual 80 atau lebih dari 

itu? Jawab beliau rahimahullah :  Perlu diketahui bahwa 

tidak ada batasan keuntungan (menurut syari‟at). 

Keuntungan bisa saja banyak, bisa pula sedikit. Kecuali jika 

sudah ada batasan harga di pasaran dengan harga tertentu, 

maka tidak boleh konsumen dikelabui saat itu. Bahkan 

sudah sepantasnya si pedagang memberitahukan pada 

pelanggannya bahwa barang ini ada dengan harga sekian 

dan sekian, namun harga yang ia patok adalah demikian. 

Jika si pelanggan berminat dengan harga seperti itu, maka 
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tidaklah masalah. Akan tetapi lebih baik memberikan harga 

seperti yang telah ada di pasaran. Adapun jika harga barang 

tersebut belum ada di pasaran dan belum ada standarnya, 

maka ia boleh menjual barang tersebut sesukanya dengan 

harga yang ia inginkan walau dengan keuntungan 30%, 

50% atau semisal itu. Ini jika barang tersebut tidak ada 

standar harga. 

 Sekali lagi syari‟at tidak menetapkan besarnya 

keuntungan bagi si pedagang. Akan tetapi seorang mukmin 

hendaknya memudahkan saudaranya. Hendaknya ia tetap 

suka walau mendapatkan keuntungan sedikit. Kecuali jika 

suatu saat kondisi berubah, barang yang ada berubah atau 

naiknya harga barang karena sedikitnya pasokan atau ada 

sebab lainnya sehingga keuntungan mesti ia tambah.  

 Adapun jika seorang pedagang mengelabui orang 

yang tidak berdaya apa-apa atau ia menipu orang miskin 

dan ia menjual dengan harga yang terlalu tinggi, maka itu 

tidak boleh. Hendaknya ia menetapkan harga dengan harga 

standar seperti yang orang-orang jual. Kecuali jika ia 

menjual dengan ia katakan bahwa harga standar demikian 

dan demikian, sedangkan ia jual dengan harga seperti ini, 

maka seperti itu tidaklah masalah asalkan ia telah jelaskan 

sesuai realita atau karena alasan pasar yang jauh. Ketika ia 

naikkan harga seperti itu, ia sudah jelaskan alasannya. 
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Lantas bagaimana hukum membatasi harga barang di 

pasaran? Apakah dibolehkan? 

 Dalam syari‟at Islam dikenal istilah tas‟iir. Yang 

dimaksud tas‟iir adalah membatasi harga barang di pasaran, 

tidak boleh dijual selain dari harga yang telah ditetapkan. 

Ada dua macam tas‟iir:  

a. Bila harga barang di pasaran dibatasi dengan zalim. 

Padahal para pedagang menjual dengan harga yang 

wajar. Kalaupun ada kenaikan harga, maka itu terjadi 

karena keterbatasan stok atau karena besarnya demand 

(permintaan). Membatasi harga dalam kondisi ini 

termasuk bentuk kezaliman karena terdapat paksaan 

tanpa jalan yang benar. Dalam hadits Anas bin Malik 

disebutkan,  “Sesungguhnya Allah yang pantas 

menaikkan dan menurunkan harga, Dialah yang 

menahan dan melapangkan rezeki. Aku harap dapat 

berjumpa dengan Allah dan tidak ada seorang pun dari 

kalian yang menuntutku karena kezaliman pada darah 

dan harta.”
38

 

b. Bila harga barang dibatasi di pasaran dengan adil. 

Pembatasan harga di sini dapat terjadi ketika masyarakat 

sangat butuh dengan barang tersebut, lalu barang dijual 

dengan harga yang tinggi dan tidak logis. Maka orang 
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yang punya wewenang di pasar berhak membatasi harga 

supaya tidak melonjak tinggi. Pembatasan di sini 

bertujuan untuk tidak menyusahkan khalayak ramai 

lantaran kenaikan harga hajat penting mereka. 

Dibatasilah dengan harga tertentu, jadinya setiap 

pedagang harus menjual dengan harga semisal itu. 

Tatkala harga dibatasi demikian, maka wajib diikuti.
39
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